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ABSTRAK 

RIZKI WULAN APRIANI. Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Kesadaran 

Wajib Pajak, Pegetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak. (Dibawah bimbingan Dr. Msy. Mikial, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CSRS 

dan Ibu Nuri Annisa Fitri, SE.,M.Si) 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Kebijakan Perpajakan, 

Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Berpengaruh 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Palembang.  

Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak 

UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ilir Timur yang 

ada di Kota Palembang. Pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik simple random sampling, sehingga diperoleh sampel 

sebanyak 100 respoden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui 

sumber asli dengan cara dokumentasi yaitu pemberian kuesioner kepada sumber 

penelitian yaitu Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP yang ada di Kota 

Palembang. 

 Hasil penelitian ini membuktikan bahwa, Kebijakan Perpajakan Tidak 

Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak 

Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman 

Perpajakan Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

 

 

Kata Kunci : Kebijakan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan 

dan Pemahaman Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak 

UMKM. 
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ABSTRACT 

RIZKI WULAN APRIANI. The Influence of Taxation Policy, Taxpayer 

Awareness, Tax Knowledge and Understanding on Taxpayer Compliance. 

(Under the guidance of Dr. Msy. Mikial, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS and Mrs. 

Nuri Annisa Fitri, SE., M.Si)  

This study aims to determine whether Tax Policy, Taxpayer Awareness, 

Knowledge and Understanding of Taxation Affects MSME Taxpayer Compliance 

in Palembang City.   

The population that becomes the object of this research is MSME 

Taxpayers registered at the Tax Service Office (KPP) Pratama Ilir Timur in 

Palembang City. The sample selection in this study was using a simple random, in 

order to obtain a sample of 100 respondents. The type of data used in this study is 

primary data. The primary data in this study was obtained directly through the 

original source by means of documentation, namely the provision of 

questionnaires to the research source, namely MSME Taxpayers registered at the 

KPP in Palembang City.  

The results of this study prove that, Taxation Policy Has No Influence on 

Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness Influences on Taxpayer Compliance, 

Tax Knowledge and Understanding has No Effect on Taxpayer Compliance.  
 

Keywords: Tax Policy, Taxpayer Awareness, Tax Knowledge and 

Understanding, MSME Taxpayer Compliance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumber penerimaan Negara terbesar berasal dari Pajak. Pajak yang 

dipungut oleh  pemerintah  berguna  untuk  pembiayaan penyelenggaraan 

pemerintah  dan  pembangunan.  Pemerintah sebagai  penerima  pajak  selalu  

berupaya  untuk meningkatkan  jumlah  pajak  yang  diterima  untuk  memenuhi  

Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN).  Dewasa ini  pajak  

menjadi  sumber  penerimaan  yang  potensial  dan dominan dalam struktur 

APBN. 

Dalam mencapai target pajak yang ditetapkan dalam APBN ada berbagai 

kendala yang dapat  menghambat  pengumpulan  pajak.  Salah  satu  kendala  

yang  menghambat  keefektifan pengumpulan  pajak  adalah  kepatuhan  wajib  

pajak.  Menurut  (Ayu & Sari, 2017:745) banyak wajib  pajak  beranggapan  bila  

kewajiban  membayar  pajak  merupakan  suatu  beban  dan menjadi hal yang 

menakutkan bagi mereka sehingga mereka tidak mau membayar pajak atau 

cenderung melakukan penghindaran  pajak  (tax  evasion).  

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan 

pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak, bukan sekedar menonjolkan 

aspek pemungutan pajak yang bersifat “memaksa”, tetapi juga harus diikuti 

dengan serangkaian regulasi, prosedur dan pelayanan administrasi yang jelas dan 

berkelas. Tingginya   penerimaan   pajak   dalam   suatu   negara   selayaknya   
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diimbangi   dengan tingginya Tax Ratio. Tax   ratio adalah   perbandingan   antara   

jumlah   penerimaan   pajak dibandingkan  dengan  Produk  Domestik  Bruto  

(PDB)  suatu  negara.  

 Menurut (Ayu & Sari, 2017:745) Tax  ratio merupakan  salah  satu  

indikator yang  digunakan  pemerintah  untuk  mengukur  keberhasilan  dalam  

penerimaan  negara  dari pajak. Pada kenyataannya  meskipun  penerimaan  pajak  

meningkat,  Indonesia  memiliki tax ratio yang  relatif  masih  rendah,  hal  ini  

menunjukkan  bahwa  pemerintah  belum  berhasil mengoptimalkan penerimaan 

pajak. Berikut disajikan dalam Tabel 1 proporsi penerimaan pajak terhadap 

penerimaan negara dalam lima tahun sejak 2017 hingga 2021. 

Tabel 1 

Proporsi Penerimaan Pajak terhadap Penerimaan Negara 

Tahun 2017 – 2021 

 

Jumlah ( dalam Miliar Rupiah ) 

Tahun Anggaran Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Persentase 

2017 1.654,7 1.343,5 81% 

2018 1.928,1 1.518,8 79% 

2019 1.955,1 1.546,1 79% 

2020 1.629,0 1.285,1 79% 

2021 1.733,0 1.375,8 79% 

Sumber: Kementerian Keuangan: Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran dan 

Belanja Tahun Anggaran 2021 (2021) (Diolah) 

 

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa sebelum masa 

pandemic Covid-19, pendapatan negara pada periode 2017-2019 tumbuh positif. 

baik dari sisi penerimaan negara maupun penerimaan perpajakan. Penerimaan 
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perpajakan dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas ekonomi dan kebijakan 

reformasi perpajakan. Pandemi Covid-19 yang muncul di tahun 2020 memberikan 

dampak melemahnya perekonomian dan perdagangan global serta adanya 

pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat dalam rangka menekan 

penyebaran Covid-19. Hal ini memberikan tekanan yang dalam bagi kinerja 

pendapatan negara baik dari sisi perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP).  

Usaha untuk meningkatkan  penerimaan  pajak  terus  dilakukan  oleh  

pemerintah  yang dalam  hal  ini  merupakan  tugas  Direktorat  Jenderal  Pajak  

(DJP).  Usaha tersebut  antara  lain dengan  ekstensifikasi  maupun  intensifikasi  

pajak.  Ekstensifikasi berfokus  pada  perluasan objek  pajak  yang  dapat  

dikenakan.  Sedangkan intensifikasi  berfokus  pada  peningkatan jumlah  wajib  

pajak  maupun  peningkatan  penerimaan  pajak  itu  sendiri. 

  Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak khususnya penerimaan dari 

dalam negeri, pemerintah melakukan suatu reformasi besar-besaran di bidang 

perpajakan (Tax Reform) pada tahun 1983 yang semula menganut sistem Official 

Assessment System dimana tanggung jawab sistem pemungutan pajak terletak 

pada petugas pajak (fiskus) menjadi Self Assessment System. Self Assessment 

System merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan 

kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetorkan dan melaporkan 

sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan pajak (Fitria, 2017:31) 
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Menurut (Eliana, 2015:32) agar target pajak tercapai, diperlukan kesadaran 

dan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Hal itu merupakan suatu faktor yang penting bagi 

peningkatan penerimaan pajak, sehingga perlu secara rutin dikaji mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan  wajib  

pajak  dapat  dilihat  dari  patuh  tidaknya seorang  wajib  pajak  dalam  

mendaftarkan  dirinya,  kepatuhan  dalam  menyetorkan  kembali surat 

pemberitahuan pajak, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak 

terutang dan  kepatuhan  dalam  membayar  tunggakan.  Wajib  pajak  yang  

membayar  dan  melaporkan pajak  terutangnya  tepat  waktu,  maka  wajib  pajak  

dapat  dianggap  patuh  (Ayu & Sari, 2017:746).  

Kepatuhan pajak juga menjadi sebuah indikator penilaian wajib pajak 

orang pribadi dalam kesediaannya untuk membayar pajak khususnya untuk 

penerapan Self Assessment System yaitu Wajib pajak yang dipercaya untuk 

menghitung sendiri, membayar dan melaporkan perpajakan ke Direktorat Jendral 

Pajak (DJP) yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. 

Berikut ini merupakan data jumlah Wajib pajak UMKM di KPP Pratama 

Palembang Ilir Timur.   
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Tabel 1.2 

Jumlah UMKM Tahun 2016-2020 di Kantor Pelayanan Pratama 

Ilir Timur Palembang. 

 

      

 

 

 

 

Sumber : KPP Pratama Palembang Ilir Timur, 2020 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

UMKM mengalami penurunan dari tahun 2016-2018 dengan melihat 

perbandingan jumlah wajib pajak melapor SPT dengan wajib pajak yang  

terdaftar. Hal ini dapat di lihat dari persentase tingkat kepatuhan pada tahun 2016 

sebesar 87,24% dan mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar 0,9% menjadi 

86,34%. Kemudian di tahun 2018 persentase kepatuhan mengalami penurunan 

Kembali sebesar 3,1% menjadi 83,24%. Kemudian pada tahun 2019 mengalami 

peningkatan sebesar 88,07%, dan terakhir pada tahun 2020 mengalami penurunan 

kembali yaitu sebesar 85,86%. Terjadinya penurunan penerimaan pajak dalam 

tingkat kepatuhan dalam membayar pajak menjadi salah satu penyebab belum 

optimal nya penerimaan pajak di Indonesia (Shella, 2021:3) 

Langkah yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan Kepatuhan 

Wajib Pajak yaitu melalui kebijakan perpajakan. Pemerintah dalam hal ini 

Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

Tahun Wajib Pajak 

Terdaftar 

Wajib Pajak 

Melapor SPT 

Wajib Pajak yang 

tidak Melapor SPT 

Tingkat Kepatuhan 

Wajib Pajak 

2016 6.205 5.413 792 87,24% 

2017 6.390 5.517 873 86,34% 

2018 6.980 5.810 1.170 83,24% 

2019 7.166 6.311 855 88,07% 

2020 5.042 4.329 713 85,86% 
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dan mengejar target penerimaan pajak yaitu dengan menetapkan kebijakan tentang 

pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tertuang dalam Undang-

Undang No 23 Tahun 2018. Adapun besaran tarif pajak UMKM 0,5 persen dari 

omzet yang diperolehnya. Namun, omzet tersebut tidak melebihi 4.8 miliar dalam 

waktu satu tahun. Sebelumnya tarif PPh Final ini 1 persen, kemudian dipangkas 

oleh pemerintah menjadi 0,5 persen. Dengan alasan, agar bisnis UMKM dapat 

terus berkembang dan menjaga aliran keuangannya. Sementara itu, sesuai dengan 

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), untuk UMKM perseorangan yang 

berpenghasilan dibawah Rp 500 juta per tahunnya pemerintah akan membebaskan 

PPh tersebut menjadi 0 persen, yang sebelumnya dikenakan PPh 0,5 persen, 

Setelah disahkannya UU HPP nantinya. 

Sektor UMKM berperan strategis dalam struktur perekonomian Indonesia 

dengan kontribusi sektor UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan 

penyerapan tenaga kerja. Sehingga UMKM hingga masih menjadi salah satu 

sektor unggulan, bahkan jadi penopang utama perekonomian Indonesia yang 

terbukti tahan dari berbagai krisis ekonomi yang melanda negeri ini termasuk saat 

terjadinya krisis moneter. Oleh karena itu, kebijakan insentif pajak penghasilan 

bagi UMKM yang akan diluncurkan oleh pemerintah merupakan salah satu 

kebijakan yang tepat untuk semakin mendorong perkembangan sektor UMKM di 

Indonesia. 

Implementasi kebijakan ini memberikan manfaat bagi Wajib Pajak untuk 

meningkatkan pengetahuan perpajakan.  Salah satu jenis pajak yang termasuk 

dalam PPh Pasal 4 ayat 2 adalah PPh Final 1 persen / pajak Usaha Kecil 

https://www.tagar.id/tag/undang-undang
https://www.tagar.id/tag/undang-undang
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Menengah (UKM). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia 

Nomor 46 Tahun 2013 adalah 1% yang dipotong dari total omzet penjualan 

(peredaran bruto) per bulan dan dibayarkan pada tanggal 15 setiap bulannya. 

Namun, kini lewat PP Nomor 23 Tahun 2018, tarif PPh Final diturunkan menjadi 

0,5%. Objek penghasilan yang dipotong pajak UKM adalah usaha dengan total 

peredaran bruto (omzet) Rp. 4,8 miliar dalam setahun. Selanjutnya langkah 

pemerintah dalam membantu UMKM dalam situasi pandemi saat ini adalah 

dengan mengeluarkan kebijakan insentif pajak yang tertuang dalam PMK.23/2020 

sampai dengan PMK.82/2021. Salah satu jenis pajak yang termasuk dalam 

insentif tersebut adalah PPh pasal 4 ayat 2 (final) ditanggung pemerintah. 

Implementasi kebijakan baru yang ditetapkan Pemerintah terkait 

penurunan tarif PPH final untuk UMKM ini diharapkan dapat memberikan 

keringanan bagi para pelaku UMKM agar mereka rela memberikan kontribusi 

dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakannya dengan cara membayar kewajiban 

perpajakannya dan melaporkannya secara tepat waktu dan tepat jumlahnya. Agar 

sistem perpajakan dapat dilaksanakan dengan baik diperlukan adanya kesadaran 

wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 

 Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak 

mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar 

dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan 

pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan 

kemauan membayar pajak. Rendahnya kesadaran para wajib pajak dapat dilihat 
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dari masih belum tercapainya penerimaan pajak negara sesuai target yang telah 

ditentukan dari tahun ke tahun. 

Apabila Wajib Pajak melanggar peraturan atau Undang-Undang 

perpajakan yang telah ditetapkan maka akan dikenakan sanksi. Sanksi perpajakan 

dapat berupa Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Sanksi pajak merupakan 

suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat yang 

melakukan pelanggaran perpajakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. 

Sanksi Pajak merupakan jaminan atau sebagai alat pencegah agar Wajib Pajak 

agar tidak melanggar norma perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan dilakukan 

untuk menciptakan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya.  

Menurut  penelitian  yang  dilakukan  (Ayu & Sari, 2017:746) faktor  yang  

mempengaruhi tingkat   kepatuhan   wajib   pajak   salah   satunya   yaitu   

pengetahuan   para   wajib   pajak. Pengetahuan    tentang    perpajakan    memiliki    

peranan    penting    untuk    menumbuhkan kepatuhan  wajib  pajak.  Apabila  

wajib  pajak  memiliki  pengetahuan  perpajakan  yang  cukup maka  

melaksanakan  kewajiban  perpajakan  akan  menjadi  lebih  mudah.    Semakin 

tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan 

meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak  sehingga  semakin  

kecil  kemungkinan  wajib  pajak melanggar peraturan tersebut. 

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat dikatakan 

belum semua wajib pajak memahami. Masih ada wajib pajak yang menunggu 

ditagih baru membayar, seperti peraturan pajak dalam orde lama. Hal ini dapat 
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menurunkan jumlah penerimaan pajak negara serta tingkat kepatuhan pajak. Self 

Assessment System yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk 

menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak ter utangnya. 

Dianutnya system Self Assessment System, maka selain bergantung pada 

kesadaran dan kejujuran wajib pajak pengetahuan teknis perpajakan yang 

memadai juga memegang peran penting agar wajib pajak dapat melaksanakan 

kewajiban perpajakan nya dengan baik dan benar, Melalui system ini, setiap wajib 

pajak diwajibkan mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan 

(SPT) dengan benar, lengkap ,dan jelas. Kualitas pengetahuan pajak yang baik 

akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan nya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas peneliti tertarik 

untuk meneliti tentang kepatuhan wajib pajak dengan judul “Pengaruh 

Kebijakan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan 

Pemahaman Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di 

KPP Pratama Ilir Timur Kota Palembang”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang akan dirumuskan 

adalah sebagai berikut : 

1.   Apakah Kebijakan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan 

Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

UMKM di KPP Pratama Ilir Timur Kota Palembang ? 
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2.   Apakah Kebijakan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM di KPP Pratama Ilir Timur Kota Palembang ? 

3.   Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM di KPP Pratama Ilir Timur Kota Palembang ?  

4.   Apakah Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Ilir Timur Kota 

Palembang ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui Apakah Kebijakan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, 

Pengetahuan dan Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Ilir Timur Kota 

Palembang.                                                          

2. Untuk mengetahui Apakah Kebijakan Perpajakan Berpengaruh terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Ilir Timur Kota 

Palembang. 

3. Untuk mengetahui Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Ilir Timur Kota 

Palembang. 

4. Untuk mengetahui Apakah Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan 

berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Ilir 

Timur Kota Palembang. 
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1.4    Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Akademik 

Adapun manfaat akademik yang diambil dari penulisan penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitan ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis mengenai 

Kebijakan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman 

Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Ilir 

Timur Kota Palembang. 

2. Bagi Universitas Tridinanti Palembang. 

Sebagai referensi dan menambah literatur/bahan bacaan yang ada di 

perpustakaan sekaligus bahan acuan bagi mahasiswa untuk membuat proposal 

di masa yang akan datang. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan menjadi literatur serta menjadi bahan referensi dan 

sebagai bahan perbandingan khususnya dalam  mengembangkan penelitian 

fokus kajian yang sama pada masa yang akan datang. 

 

1.4.2    Manfaat Praktis. 

Adapun manfaat praktis dari penulisan ini, yaitu menambah informasi bagi 

instansi terkait sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun laporan pajak yang 

baik.  
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Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan 

Pembayaran Pajak. 
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Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang 

memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 


